BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan;

1. Pengaturan hukum tentang kedudukan dan kontribusi uang denda kelebihan
tonase pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pengendalian kelebihan
muatan angkutan barang pada lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah
Provinsil Lampung Nomor 5 Tahun 2011 telah secara lengkap mengatur
tentang ketertiban operasional angkutan barang, pengawasan, pengendalian,
penyelenggaraan penimbangan, pelanggaran kelebihan muatan, tata cara
pengenaan denda dan ketentuan pidana. Namun, pada pelaksanaannya belum

sepenuhnya berjalan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan dan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang bertujuan
untuk mewujudkan kelancaran, ketertuiban, kenyamanan berlalu lintas serta
menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pengangkutan
barang yang melebihi muatan. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan uang
denda kelebihan tonase dilakukan melalui unit penimbangan dan/atau
pembatasan lalu lintas mobil barang pada koridor atau kawasan tertentu pada

ruas jalan provinsi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan uang
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denda tonase pada angkutan barang pada lalu lintas terjadi lebih karena
disebabkan karena pertama, kurangnya kesadaran supir truk dalam membawa
mobil angkutan yang melebihi muatan. Kedua, pihak pemerintah yaitu petugas
penjaga jembatan timbang tersebut, yaitu menjadikan jembatan timbangan
sebagai lahan pungutan liar dengan mengenakan denda yang bervariasi tidak
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah yang berlaku. Ketiga,
Pengawasan yang kurang dari pemerintah dalam pelaksanaan pungutan uang
denda kelebihan tonase menyebabkan fungsi dan tujuan keberadaan jembatan

timbang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan, penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan
angkutan barang perlu perubahan pada pengaturan tentang sanksi denda agar
pihak angkutan barang merasa jera. Sehingga mencari solusi agar kendaraan
bermotor yang digunakan sebagai pengangkutan barang tidak melebihi batas
muatan sehingga dapat merugikan perusahaan.

2. Pelaksanaan pemungutan uang denda kelebihan tonase untuk lebih efektif
sebaiknya dibuatkan prosedur dan tata cara tersendiri dan pengawasan
sebaiknya dilakukan lebih tegas agar pelaksanaan pemungutan uang denda
kelebihan tonase berjalan benar sebagaimana mestinya sehingga tujuan dan
fungsi jembatan timbang dapat terlaksana. Pengawasan dan pengendalian perlu

ditingkatkan agar keberadaan jembatan timbang dapat sesuai fungsi dan tujuan.
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Seharusnya uang denda kelebihan muatan atau tonase pada jembatan timbang
yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dapat memberikan kontribusi
khususnya bagi daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebab keberadaan jembatan
timbang tersebut menghambat lalu lintas dan mengakibatkan kerusakan jalan

daerah Kabupaten Lampung Selatan.



